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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak 

hotel Kabupaten Tulungagung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung 

pada tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data target pajak 

hotel, realisasi penerimaan pajak hotel, target PAD dan realisasi PAD tahun 2013-

2016.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Efektivitas penerimaan pajak hotel di 
Kabupaten Tulungagung dari tahun 2013-2016 bisa dikatakan sangat efektif, karena 

melebihi 100%. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2013 efektivitasnya sebesar 128,51%. 

Pada tahun2014 efektivitasnya sebesar 116,79%. Pada tahun 2015 efektivitasnya sebesar 
122,26% dan pada tahun 2016 sebesar 111,00%. (2) kontribusi pajak hotel terhadap PAD 

di Kabupaten Tulungagung kecil yakni kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan  adanya 

kemungkinan bahwa sumber pajak daerah yang lain tingkat pertumbuhannya lebih  besar  

dan berpotensial berkontribusi pada PAD. 
 

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, pajak hotel, efektivitas, kontribusi. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pembangunan adalah salah satu 

proses kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka pengembangan atau mengadakan 

perubahan-perubahan kearah keadaan yang 

lebih baik. Pembangunan yang ingin diraih 

bangsa Indonesia adalah mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur yang 

merata baik material maupun spiritual 

berdasarkan Pancasila Undang-Undang 

Dasar 1945. Demi mencapai pembangunan 

nasional, maka penyusunan progam 

pembangunan tersebut mengikuti suatu 

pola atau tatanan yang telah ditentukan di 

dalam pemerintah Indonesia. 

  Untuk meningkatkan Otonomi 

Daerah Pemerintah Daerah harus 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) agar dapat membiayai diri sendiri. 

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD 

terdiri dari : (1) hasil pajak daerah, (2) 

hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan 

milik daerah dan hasil pengelolaan dapat 

kekayaan yang dipisahkan dan (4) 

pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD 
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menjadi tolak ukur suatu keberhasilan 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi 

pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk 

membiayai kebutuhannya sendiri.  

  Pajak Daerah merupakan PAD 

yang dipungut dari rakyat tanpa mendapat 

imbalan langsung. Hal ini  sesuai dengan 

UU No.28 Tahun 2009 tentang tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

mengungkapkan bahwa Pajak Daerah, 

yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat. 

Dengan potensi Pajak Daerah yang ada 

maka Pendapatan Asli Daerah dapat 

meningkatkan kesejah teraan  masyarakat. 

Kabupaten Tulungagung adalah kabupaten 

yang ada di Provinsi Jawa Timur, 

Tulungagung terkenal dengan penghasil 

industri marmer terbesar di Indonesia . 

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 

wilayah dataran rendah sampai dengan 

pegunungan. Oleh karena itu selain 

mempunyai pantai-pantai yang indah, 

Tulungagung juga mempunyai 

pemandangan pegunungan dan air terjun 

yang tidak kalah indah. Misalnya saja 

Pantai Popoh, Pantai Sine, Pantai Sidem, 

Pantai Sanggar, Gunung Budheg, Air 

Terjun Lawean, Ari Terjun Kandung, 

Bendungan Wonorejo dll.  Selain 

mempunyai panorama alam yang indah 

Tulungagung juga mempunyai  wisata 

religi,  misalnya Masjid Agung Al 

Munawar, Masjid Tiban Dan Kleteng Tjoe 

Tik Kioang. Selain wisata alam dan religi 

Kabupaten Tulungagung juga mempunyai 

wisata sejarah yaitu berupa bangunan 

candi, Candi Penampihan, Candi Dadi dan 

Candi Boyolangu. 

Dengan adanya potensi tersebut 

mendorong banyaknya industri perhotelan 

berkembang dengan pesat di Tulungagung, 

hal ini dapat dilihat dari banyaknya hotel 

yang ada saat ini. Kondisi ini menjadikan 

Tulungagung salah satu alasan untuk 

investor menanamkan modal dalam 

pembangunan hotel. Dengan adanya 

kemajuan pariwisata tersebut mendorong 

peningkatan pajak daerah yang berdampak 

pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

diambil dari pajak dan retribusi pariwisata.  

Salah satu yang berpotensi meningkatkan 

Pajak Daerah dengan adanya  

perkembangan potensi pariwisata adalah 

Pajak Hotel. 

Pengertian pajak menurut UU No. 

28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
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tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan:  

“ Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk 

keperluan  negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat” 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, “Pajak Hotel adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel”. 

Hotel merupakan sektor yang 

sangat potensial di Kabupaten 

Tulungagung mengingat bahwa 

Tulungagung memiliki banyak potensi 

wisata sehingga mendorong pertumbuhan 

hotel. Selain itu salah satu objek pajak 

hotel yakni rumah kos (yang memiliki 

lebih dari 10 kamar) juga belum maksimal 

penerimaan pajaknya. Peningkatan pajak 

hotel dari tahun ke tahun yang dilihat dari 

realisasi penerimaan pajak hotel belum 

dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan 

pemungutan pajak hotel yang dilakukan 

oleh Dinas Pendapatan Kabupaten 

Tulungagung. Salah satu tolak ukur 

keberhasilan pemungutan pajak hotel 

dengan cara menghitung efektivitasnya. 

Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas 

penerimaan Pajak Hotel Kabupaten 

Tulungagung dan seberapa besar 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli  

Daerah Kabupaten Tulungagung.  

Tujuan Penelitian untuk (1) 

Mengetahui efektifitas penerimaan Pajak 

Hotel Kabupaten Tulungagung terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Tulungagung tahun 2013-2016. (2) 

Mengetahui kontribusi Pajak Hotel 

Kabupaten Tulungagung terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Tulungagung pada tahun 2013-

2016. 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan Dan Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitaif. Menurut 

Sugiyono (2014:7) “Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan penelitian 

yang menggunakan data berbentuk 

angka dan dianalisis menggunakan 

statistik”. Pendekatan ini dipilih karena 

data yang akan dianalisis berbentuk 

angka yang sifatnya konkrit, objektif, 

dapat diukur, dan sistematis. 

Penelitian ini menggunakan 

teknik penelitian dengan metode 

statistik deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2014:147), definisi statistik deskriptif 

sebagai berikut: 

“Statistik Deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk 

menganalisa dengan cara 

mendeskripsikan atau 

Simki-Economic Vol. 01 No. 09 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Novelia Vebta Normaningtyas| 13.1.02.01.0084 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

mengambarkan data yang telah 

terkumpul sebagimana adanya 

tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi”. 

 

Dalam statistik deskriptif, semua 

sampel akan dideskriptifkan menurut 

masing-masing variabel penelitian. 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “ pokok pembicaraan 

atau pokok bahasan”, subjek penelitian 

adalah subjek yang dituju oleh peneliti 

untuk diteliti. Subjek penelitian ini adalah 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Menurut Sugiyono (2010:13) 

“objek penelitian adalah sasaran ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu tentang sesuatu hal 

objektif, valid dan reliable”.  Yang menjadi 

objek penelitian ini adalah pajak hotel 

Kabupaten Tulungagung. 

Teknik Annalisis data 

Untuk menghitung efektivitas 

pengelolaan pajak hotel digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍

𝒕𝒆𝒓𝒈𝒆𝒕  𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

Kontribusi Pajak Daerah dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 =
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍

𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝑨𝑫
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Analisis efektivitas pajak hotel 

Analisis efektivitas merupakan 

perbandingan antara penerimaan pajak 

hotel dibagi dengan target penerimaan 

pajak hotel. Efektivitas pajak secara tidak 

langsung  menunjukkan seberapa besar 

keberhasilan daerah dalam mengumpulkan 

pajak dari potensi yang dimiliki. 

 

Efektivitas pajak hotel tertinggi 

adalah pada  tahun 2013 sebesar 128,51%. 

Pada tahun 2013 tingkat efektivitas sebesar 

128,51% dengan kriteria sangat efektif, 

tahun 2014 tingkat efektivitas  sebesar 

116,79%  dengan kriteria  sangat efektif, 

tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 

122,26% dengan kriteria sangat efektif dan 

pada tahun 2016 tingkat efektifitas 

sebbesar 111,00% dengan kriteria sangat 

efektif. Sehingga rata-rata efektivitas per 

tahunnya adalah 119,64%. 

Analisi kontribusi pajak hotel 

Perhitungan kontribusi pajak hotel 

terhadap PAD  di Kabupaten Tulungagung 

dilakukan dengan cara membandingkan 

data  realisasi penerimaan pajak hotel 
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dibanding dengan realisasi penerimaan  

PAD dari tahun 2013 hingga tahun 2016. 

 

Dari perhitungan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa kontribusi pajak hotel 

terhadap PAD Kabupaten Tulungagung 

pada tahun 2013 sebesar 0,81%, pada 

tahun 2014 sebesar 0,60%, pada tahun 

2015 0,73%, pada tahun2016 0,87%. 

peningkatan kontribusi pajak hotel terjadi 

pada tahun 2016 sebesar 0,87% dan 

penurunan kontribusi pajak hotel terjadi 

pada tahun 2014 sebesar 0,60%. sehingga 

rata-rata kontribusi pertahunnya adalah 

0,75%. 

Pembahasan 

Dari hasil analisis di atas dapat 

dilihat sisi efektivitas pajak hotel tahun 

2013 sampai dengan 2016, efektivitas 

pajak hotel menunjukkan fluktuasi, ada 

yang mengalami kenaikan dan ada yang 

mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada 

tahun 2013 efektivitasnya sebesar 

128,51%, pada tahun 2014 efektivitasnya 

sebesar 116,79%, pada tahun 2015 

efektivitasnya sebesar 122,26% dan ppada 

tahun 2016 efektivitasnya sebesar 

111,00%. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013 sampai 2016 

efektivitas penerimaan pajak hotel bisa 

dikatakan efektif, karena nilainya melebihi 

100%. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 

Kobandaha dkk (2016), Andaria dkk 

(2015), Dewi dkk (2015) yang hasilnya 

bahwa efektivitas pajak  hotel sangat 

efektif. Faktor yang paling menentukan 

efektivitas pemungutan pajak hotel adalah 

pemilik pajak hotel sebagai Wajib Pajak 

sangat berperan dalam hal menyetorkan 

pajak terutang sesuai dengan tarif 10% tiap 

kamar kepada petugas pajak. 

Kontribusi penerimaan pajak hotel 

Kontribusi pajak hotel terhadap 

PAD di Kabupaten Tulungagung dari 

tahun 2013-2016  ternyata mengalami 

fluktuasi, ada yang mengalami kenaikan 

ada yang mengalami penurunan. Hal ini 

berbanding terbalik dengan realisasi 

penerimaan pajak hotel yang selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan 

bahwa ada sumber pajak daerah yang lain 

yang tingkat pertumbuhannya lebih besar, 

dan berpotensial berkontribusi pada PAD. 

Hasil penelitian pada tahun 2013 

menunjukkan kontribusi sebesar 0,81%. 
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Pada tahun 2014 menunjukkan kontribusi  

sebesar 0,60%. Sedangkan pada tahun 

2015 menunjukkan kontribusi sebesar 

0,73% dan pada tahun 2016 menunjukkan 

kontribusi sebesar 0,87%. Hal ini 

menunjukan bahwa pajak hotel di 

Kabupaten Tulungagung berkontribusi 

sangat kurang terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 

Andaria dkk (2015) dan Syah (2014) yang 

hasilnya bahwa kontribusi pajak hotel 

terhadap PAD berkontribusi kecil. Faktor 

penyebab kontribusi pajak hotel sangat 

kurang terhadap PAD adalah menurunnya 

jumlah pengunjung hotel di daerah tersebut 

dan adanya sumber penerimaan pajak 

daerah yang lain misalnya pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan yang 

dapat menyumbang kontribusi lebihbanyak 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

B. Simpulan 

Efektivitas penerimaan pajak hotel 

di Kabupaten Tulungagung tahun 2013-

2016 bisa dikatakan sangat efektif, dari 

analisa yang telah dilakukan nilai dari 

efektivitas melampaui 100%.  Hasil 

perhitungan yang ditunjukkan dari 

perbandingan antara target pajak hotel dan 

realisasi pajak hotel menunjukkan nilai 

yang melebihi 100%, hal ini dapat 

dikatakan bahwa penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Tulungagung sudah baik 

pemungutan pajaknya.  

Kontribusi pajak hotel di Kabupaten 

Tulungagung terhadap penerimaan  

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Tulungagung pada  tahun 2013-2016 bisa 

dikatakan kecil. Hal ini menunjukkan  

adanya kemungkinan bahwa sumber pajak 

daerah yang lain tingkat pertumbuhannya 

lebih  besar  dan berpotensial berkontribusi 

pada PAD. 
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